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BUPATIBARRU 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI BARRU 
NOMOR 26 TAHUN 2015 

TENT ANG 

PAK.AlAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABAT BUPATI BARRU, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan 
Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Gubemur 
Sulawesi Selatan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Gubemur Sulawesi 57 Tahun 2014 tentang 
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barru 
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Barru; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tarnbaharr Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
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Pal(lal.3 

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai 
fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana 
pengawasan pegawai. 

Bagian Kedua · 
Pakaian DiJias Harian (PDH) 

Pasal 4 

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, 
dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai 
ketentuan. 

(2) PDH Warna Khaki terdiri atas: 
a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan 

sebagai berikut: 
1. kemeja lengan pendek dimasukkan; 
2. celana panjang sesuai warna baju; 
3. krah baju berdiri; 
4. saku atas dua; 
5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna 

dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu; 
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku 

dada sebelah kanan; 
' 7. lencana Korpri dipasang di atas saku sebelah kiri; 

8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju; 
9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas 

papan nama; 
10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama 

dan list warna putih dipasang di atas saku kanan; 
11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang 

Kabupaten; 
12. lambang kabupaten dipasang di lengan kiri; 
13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang Korpri; 

dan 
14. sepatu tutup warna hitam. 

b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan 
sebagai berikut: 
1. kemeja lengan pendek dimasukkan; 
2. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju; 
3. krah baju berdiri; 
4. saku atas dua; 
5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna 

dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu; 
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku 

dada sebelah kanan; 
7. lencana Korpri dipasang di atas saku sebelah kiri; 
8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju; 
9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas 

papan nama; 
10. papan nama dengan dasar warna 

nama dan list warna putih dipasang 
kanan; 

11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang 
Kabupaten; 

hitam, huruf 
di atas saku 
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Pasal 36 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Barru. 

U, 

.Pembina Utama Madya 
:19610513 199002 1 002 

Diundangkan di Barru 
pada tanggal -, September 2015 

ULMUTTALIB 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2015 NOMOR ;:>:- 


